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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemerintah kota mataram 
dalam penerapan peraturan pemerintah pemerintah No.71 tahun 2010 mengenai Standar 
Akuntansi Basis Akrual pada kantor Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yang berada 
diprovinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana 
dokumen diperoleh berdasarkan hasil kuesioner, wawancara dan dokumentasi kemudian 
diuji validitas dan uji reliabilitas serta dianalisis dengan pengelompokkan berdasarkan 
kategori tema dan pola jawaban, mencari penjelasan alternatif untuk data dan menulis 
hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Badan Keuangan 
Daerah Kota Mataram yang diindikasikan dengan Komitmen, SDM, Sarana Prasarana 
dan Sistem Informasi dapat disimpulkan bahwa pegawai Badan Keuangan Daerah Kota 
Mataram dilihat dari parameter tersebut dikategorikan Setuju terhadap penerapan 
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual. Di 
dalam penerapan peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 memiliki beberapa kendala 
seperti Peraturan Pemerintah yang sering berubah-ubah, kurangnya bimtek atau pelatihan 
dan kurangnya sosialisasi khusus terhadap Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota 
Mataram untuk Penerapan peraturan yang baru. 
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This study aims to analyze the implementation of the Mataram city government in the 
application of government regulation No.71 of 2010 concerning Accrual Base 
Accounting Standards at the office of the Regional Finance Agency of the City of 
Mataram in the province of West Nusa Tenggara. This study uses a qualitative method 
which documents are obtained based on the results of questionnaires, interviews and 
documentation then tested for validity and reliability testing and analyzed by grouping 
them according to their categories and answer patterns, looking for alternative 
explanations for data and writing research results. The results of this study indicate that 
the implementation of the Regional Finance Board of Mataram City indicated by 
Commitment, HR, Infrastructure and Information Systems can be concluded that 
employees of the Regional Finance Agency of Mataram City viewed from these 
parameters are categorized as Agree to the application of Government Regulation No. 71 
of 2010 concerning Accounting Standards Accrual Base. In the application of 
Government regulation No. 71 of 2010 there are several obstacles such as frequently 
changing Government Regulations, lack of technical guidance or training and lack of 
special socialization of the Regional Financial Institution Officers of the City of Mataram 
for the application of new regulations. 
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Pemerintah Indonesia terus melaksanakan bermacam-macam upaya untuk 
memajukan keterbukaan dan responsibilitas terhadap pengelolaan keuangan Negara 
dalam bentuk membangun tata laksana yang  baik  (Good Governance). Salah satu 
instruksi di dalam penyelenggaraan keuangan Negara adalah pemerintah berkewajiban 
menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Hal ini makin 
ditegaskan dalam perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2003 Tentang “Keuangan 
Negara dalam Pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan 
amanat Undang-undang keuangan”. Pemerintah telah memutuskan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Kas atau PP Nomor 24 Tahun 2005 akan tetapi peraturan  tersebut 
bersifat sementara sesuai dengan pasal 36 ayat  (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 yang 
berbunyi “bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis 
akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. 
Kemudian untuk Standar Akuntansi PP Nomor 71 Tahun 2010 Sesuai dengan pasal 36 
ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 wajib diimplementasikan secepat-cepatnya dalam 5 ( 
Lima ) tahun. Demi tercapainya dalam melaksanakan kewajiban keuangan Negara 
pemerintah mengutarakan dalam penerapan peraturan pemerintah  mengenai basis Akrual 
sesuai dengan Undang-Undang aturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 yang 
kemudian dikatakan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010  yang 
ditentukan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk pembaharuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005. 
Manfaat pelaporan secara akrual pada instansi pemerintah telah banyak dikatakan 
oleh para riset dan pengamat. Di antaranya  pada Study  IFAC Public Sector Committee 
(2002) dalam Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual, Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia 2014, menyatakan “Bahwa pelaporan berbasis akrual 
bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, 
dan pencapaian tujuan. Dalam pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengenali 
posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah membiayai 
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kegiatannya sesuai dengan kesanggupan pendanaannya sehingga dapat dinilai kapasitas 
pemerintah yang sesungguhnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memberikan 
pemahaman kepada pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan 
sumber daya masa depan dalam menciptakan tata kelola yang baik atas sumber daya 
tersebut”. 
Oleh karena itu, pemerintah yang ada di Indonesia termasuk Kota Mataram 
Provinsi Nusa Tenggara Barat hendaklah membuat laporan keuangan sebagai wujud 
pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Badan 
Keuangan Daerah Kota Mataram harus menata laporan keuangan sesuai dengan aturan  
yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 mengenai  standar akuntansi 
pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual  yang berlandaskan dalam peraturan pemerintahan.  
Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Judul penelitian ini adalah “ANALISIS 
IMPLEMENTASI  PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 TH 2010 MENGENAI 
STANDAR AKUTANSI BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA 
MATARAM”. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah : “Bagaimana efisiensi implementasi 
peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual pada 
Pemerintah Kota Mataram”. 
 Tujuan  Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah 
No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual pada Pemerintah Kota 
Mataram. 
 Kontribusi Penelitian 
Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
pertimbangan bagi Pemerintah untuk menilai tingkat kinerja pemerintah daerah mengenai 
Penerapan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Basis 
Akrual dan secara teoritis hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pemahaman 
informasi mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual di bidang akuntansi terutama yang 
ingin meneruskan penelitian pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010. 
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KERANGKA TEORITIS  DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Pemerintahan Daerah 
Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
pemerintah daerah adalah “ Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UD NKRI Tahun 1945”. 
 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah dasar-dasar dalam akuntansi yang 
digunakan dalam implementasi penyajian laporan keuangan baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah yang sudah mempunyai aturan hukum dalam peraturan 
pemerintah di Negara Republik Indonesia. 
Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP 
merupakan persyaratan yang mempunyai aturan hukum dalam upaya meningkatkan 
kualitas laporan keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah yang ada 




Menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Basis Akrual adalah “Basis 
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi 
dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 
dibayar”. 
Basis Akrual  menurut  PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) 
Nomor 01 adalah  “Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 
lainnya pada saat peristiwa transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat  kas atau setara 
kas diterima atau dibayar teknik basis akrual memiliki fitur pencatatan dimana transaksi 
sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar 
di masa depan. Transaksi dicatat  pada saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar 
diterima atau dikeluarkan”. 
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Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
 
Keuda, Kemendagri (2014) dalam situs resminya pada Modul Penerapan 
Akuntansi Berbasis Akrual menerangkan ” Manfaat penerapan SAP Berbasis Akrual 
Pada Study Nomor 14 yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting 
Standards Board mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi Berbasis 
Akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (Stakeholder) 
dalam rangka: 
a. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran 
sumber daya tersebut 
b. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas  
c. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis 
dengan suatu entitas. 
Selanjutnya pada level yang lebih detil dalam Study Nomor 14 tersebut 
menyatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual akan dapat: 
a. Menunjukkan  bagaimana pemerintah membiayai aktivitasnya dan memenuhi 
kebutuhan dananya. 
b. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat 
ini untuk membiayai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmen. 
c. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya.  
d. Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan  keberhasilan 
pengelolaan sumber daya yang dikelolanya. 
e. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan 
efektivitas pengguna sumber daya”. 
 
Kusuma (2013), “Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan (SAP) 
Berbasis Akrual (kasus pada Pemerintah Daerah Jember) “, Metode Penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang diparameterkan dengan indikasi Sumber 
Daya Manusia, Komitmen, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi dan dari hasil 
penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 
adalah kategori Siap yang dilihat dari parameter Komitmen sedangkan kategori  Cukup 
Siap dilihat dari kesiapan Sumber Daya Manusia, kesiapan Sarana Prasarana dan  
kesiapan Sistem Informasi. 
    
Widyastuti, Sujana, Adiputra, tahun (2014) “Analisis Kesiapan Pemerintah 
Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di 
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Kabupaten Gianyar”. Hasil penelitian yang dilakukan dilihat dari parameter Sumber 
Daya Manusia pada pemerintahan Gianyar dari hasil penelitian yang dilakukan 
Kabupaten Gianyar belum siap untuk mendeskripsikan implementasi aturan Undang-
Undang No. 71 tahun 2010 sebab dalam fase pembelajaran. sedangkan dari sisi Sistem 
Informasi Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah menyediakan Sistem Khusus 
yang digunakan untuk pelaporan keuangan yang mendukung penerapan Basis Akrual 
dalam komitmen organisasi yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah 
(SIMDA)”. 
 




























Tempat yang dipilih peneliti sebagai survei penelitian yaitu Kantor Badan 
Keuangan Daerah Kota Mataram,yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu 
Penelitian Dilaksanakan pada  Bulan Februari - Maret Tahun 2019. Adapun objek yang 
Peraturan Perundang-Undangan 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual 
Implementasi Pemerintah Kota 





 Sistem Informasi 
 
Efektifitas 
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digunakan dalam penelitian ini adalah Pegawai Bidang Akuntansi Badan Keuangan 
Daerah Kota Mataram. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah kuesioner 
(Angket) dan wawancara.  
 
Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah uji validitas reliabilitas serta analisis 
deskriptif kualitatif. 
 
HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Pembahasan  
“Pengelolaan Keuangan yang baik mengandung maksud mampu mewujudkan 
pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam 
batasan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut merupakan 
perwujudan cita-cita dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah guna 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram, agar dapat berjalan 
dinamis dan tercapai dalam kurung waktu 5 (lima) tahun kedepan”.  
 
1. Deskripsi Karakteristik Responden 
Berdasarkan survei yang  dilakukan pada pegawai bidang akuntansi dan pelaporan 
Kota Mataram dapat dilihat dari karakteristik responden di bawah ini. 
a. Jenis Kelamin 
Pengelompokan responden Badan Keuangan Daerah Kota Mataram berdasarkan 
jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
 
Tabel  Karakteristik Responden Berdasarkan  Jenis Kelamin 
No
. 
Jenis Kelamin Orang 
1. Pria 7 
2. Wanita 13 
 Jumlah 20 Orang 
 Sumber : data diolah Penulis 2019 
 
b. Umur Pegawai Bidang Akuntansi 
Karakteristik responden Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dapat 
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Tabel 4.4. Distribusi Responden Menurut Umur 
No Umur Jumlah 
(Orang) 
1. < 28 Tahun 3 
2. 28- 38 Tahun 10 
3. > 38 Tahun   7 
 Jumlah 20 
 Sumber : data diolah Penulis 2019 
 
c. Tingkat Pendidikan 
tabel  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
No Pendidikan Orang 
1. SMA 2 
2. Diploma 6 
3. Sarjana S-1 12 
 Jumlah 20 
Orang 
            Sumber : Data diolah penulis 2019 
 
2. Uji Instrumen Data 
 
a. Uji Validitas 
Tabel  Hasil Uji Validitas 
No. Variabel R    tabel Korelasi Keterangan 












X1.2 0,770 Validitas 
X1.3 0,737 Validitas 
X1.4 0,712 Validitas 
X1.5 0,854 Validitas 
X1.6 0,873 Validitas 
X1.7 0,849 Validitas 
X1.8 0,800 Validitas 
X1.9 0,702 Validitas 
X1.10 0,917 Validitas 
X1.11 0,714 Validitas 










X2.2 0,797 Validitas 
X2.3 0,960 Validitas 
E-JRA Vol. 08 No. 06 Agustus 2019 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang 
148 
 























X2.5 0,602 Validitas 
X2.6 0,857 Validitas 
X2.7 0,789 Validitas 
X2.8 0,939 Validitas 
X2.9 0,797 Validitas 
X2.10 0,857 Validitas 
X2.11 0,789 Validitas 



















X3.2 0,770 Validitas 
X3.3 0,946 Validitas 
X3.4 0,915 Validitas 
X3.5 0,654 Validitas 
X3.6 0,894 Validitas 



















X4.2 0,921 Validitas 
X4.3 0,820 Validitas 
X4.4 0,734 Validitas 
X4.5 0,880 Validitas 
X4.6 0,789 Validitas 
           Sumber : data diolah Penulis 2019 
b. Uji Reliabilitas 








1. Komitmen ( X1) 0,60 0,944 
Reliabilita
s 















            Sumber : data diolah Penulis 2019 
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Berdasarkan tabel “uji reliabilitas terlihat bahwa semua nilai α lebih besar dari 
angka krusial reliabilitas, sehingga semua pertanyaan dalam satu variabel dapat dipercaya 
dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya (Ghozali, 2002:52)”. 
 
3. Analisa Data 
a. Parameter Komitmen 
 
Berdasarkan hasil distribusi responden penilaian kesiapan diukur dengan 
parameter komitmen yang diukur dengan beberapa indikator dijelaskan pada tabel 
berikut: 
Tabel  Hasil Penilaian Parameter Komitmen (X1) 
SOAL SS(5) S(4) CS(3) TS(2) STS(1) JUMLAH  
Komitmen                     SAMPEL 
1 6 30% 11 55% 3 15%   0%   0,00 20 
2 7 35% 8 40% 5 25%   0%   0,00 20 
3 9 45% 10 50% 1 5%   0%   0,00 20 
4 11 55% 8 40% 1 5%   0%   0,00 20 
5 4 20% 9 45% 5 25% 2 10%   0,00 20 
6 10 50% 9 45% 1 5%   0%   0,00 20 
7 9 45% 9 45% 2 10%   0%   0,00 20 
8 3 15% 11 55% 6 30%   0%   0,00 20 
9 3 15% 9 45% 8 40%   0%   0,00 20 
10 6 30% 5 25% 9 45%   0%   0,00 20 
11 3 15% 9 45% 8 40%   0%   0,00 20 
RATA RATA   32%   45%   22%   1%   0%   
 Sumber: data diolah oleh penulis 
Berdasarkan tabel  pengukuran implementasi basis akrual dari parameter 
komitmen  dengan 11 (sebelas) pertanyaan pada Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota 
Mataram dalam Penerapan Kesiapan Standar Akuntansi Pemerintah  Berbasis Akrual 
(SAP). Dalam penilaian indikator  komitmen dapat diketahui bahwa pegawai Badan 
Keuangan Daerah Kota Mataram dengan penilaian responden terbesar menjawab Setuju 
dengan persentase 45%, Sangat Setuju 32%, Cukup Setuju 22% dan paling sedikit 
menjawab Tidak Setuju sebanyak 1%. 
Pengukuran parameter komitmen dalam hal ini berdasarkan jawaban dari 
responden dilihat dari persentase yang diukur rata-rata pegawai Badan Keuangan Daerah 
Kota Mataram dalam implementasi aturan perundang-undangan No. 71 tahun 2010 sudah 
Setuju dan Sangat Setuju dalam penerapan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010. 
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b. Parameter Sumber Daya Manusia 
 
Berdasarkan hasil distribusi responden pengukuran implementasi dengan 
variabel SDM  dari beberapa pertanyaan dijelaskan pada tabel dibawah ini:  
 
  Tabel  Hasil Penilaian Parameter Sumber Daya Manusia (X2) 
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  0%   
  Sumber: data diolah oleh penulis 
 
Berdasarkan tabel parameter Sumber Daya Manusia  tentang pengukuran 
implementasi  basis akrual dari penilaian Sumber Daya Manusia yang dengan 11 
(sebelas) variabel kepada pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam 
implementasi  peraturan pemerintah No.71 mengenai standar Akuntansi Basis Akrual. 
Dalam  Penilaian parameter yang diukur dari sumber daya manusia (SDM) bahwa dalam 
persentase 38% Cukup Setuju, 32% Setuju, Sangat Setuju 15%, dan jawaban paling 
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sedikit Tidak Setuju 11 %  yang telah diukur melalui jawaban responden dari pernyataan 
yang telah diberikan kepada para  pegawai tersebut. 
Dapat diketahui bahwa pegawai Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota 
Mataram untuk implementasi Penerapan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 
mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual dilihat dari pernyataan responden rata-rata  
kategori Cukup Setuju.  
 
c. Parameter Sarana Prasarana 
Berdasarkan hasil distribusi responden penilaian implementasi diukur dengan 
parameter sarana prasarana yang diukur dengan beberapa indikator dijelaskan pada tabel 
berikut. 
 
  Tabel  Hasil Penilaian Parameter Sarana Prasarana (X3) 




          % F % F % SAMPEL 
1 2 10% 5 25% 7 35% 6 30%   0% 20 
2 3 11% 
1
1 
55% 6 30%   0%   0% 20 
3 2 10% 4 20% 8 40% 6 30%   0% 20 
4 3 15% 4 20% 7 35% 6 30%   0% 20 
5 3 15% 9 45% 8 40%   0%   0% 20 











  18   0     
RATA 
RATA   
15%   32%   38%   15%   0%   
              Sumber: data diolah oleh penulis 2019 
  
      Berdasarkan tabel parameter Sarana Prasarana dari  implementasi Standar akuntansi 
basis akrual dengan pengukuran  6 (enam) variabel dengan persentase Cukup Setuju 
38%, Setuju 32 %, sedangkan Sangat Setuju dan Tidak Setuju 15 %.  Dalam penilaian 
implementasi peraturan pemerintah No.71 tahun 2010. Dapat dilihat  pemerintah untuk 
implementasi  basis akrual dari segi sarana prasarana adalah  cukup setuju penilaian 
responden terbesar menjawab dengan persentase 38% artinya sarana prasarana yang 
tersedia pada kantor Badan Keuangan Daerah Kota Mataram belum sepenuhnya 
mencukupi untuk penerapan peraturan No.71 tahun 2010 mengenai standar Akuntansi 
Basis Akrual  Parameter Sistem Informasi. 
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d.    Parameter Kesiapan Sistem Informasi  
 
Berdasarkan hasil distribusi responden pengukuran  implementasi dengan 
parameter sistem informasi yang dinilai dari  beberapa variabel dijelaskan pada tabel 
berikut. 
 
Tabel Hasil Penilaian Parameter Sistem Informasi (X4) 
SOAL SS(5) S(4) KS(3) TS(2) STS(1) JUMLAH  
sistem 
informasi 
          % F % F % SAMPEL 
1 3 15% 9 45% 8 40%   0%   0% 20 
2 2 10% 5 25% 7 35% 6 30%   0% 20 
3 3 15% 11 55% 6 30%   0%   0% 20 
4 6 30% 5 25% 9 45%   0%   0% 20 
5 3 15% 9 45% 8 40%   0%   0% 20 
6 6 30% 13 65% 1 5%   0%   0% 20 
JUMLAH 23   52   39   6   0     
RATA RATA   19%   43%   33%   5%   0%   
           Sumber: data diolah oleh penulis 
 
Berdasarkan tabel parameter sistem informasi tentang pengukuran implementasi 
Standar Akuntansi PP Nomor 71 tahun 2010 dari penilaian sistem informasi dengan 6 
(enam) variabel . Dengan  persentase  Setuju 45%, Cukup Setuju 33%, Sangat Setuju 
19% dan paling sedikit menjawab 5%. 
 
Pembahasan  
Penilaian kesiapan pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dalam 
penerapan Peraturan No.71 Tahun 2010 terhadap parameter komitmen, SDM, Sarana 
Prasarana, serta Sistem Informasi dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 
dikategorikan  setuju  dalam penerapan Peraturan No. 71 Tahun 2010. Berdasarkan hasil 
terhadap butir-butir pertanyaan.  
Penilaian implementasi dilihat dari pengukuran komitmen terhadap implementasi 
PP No.71 Tahun 2010 menyatakan setuju berdasarkan  persentase dari butir-butir 
pertanyaan yang dihasilkan. berdasarkan ketentuan pada butir-butir pertanyaan yang 
menyatakan dan menyetujui implementasi basis akrual. Menurut hasil wawancara dengan 
kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Hj. Sri 
Wahyuningsih menyatakan “Bahwa untuk menerapkan peraturan pemerintah No.71 
tahun 2010 pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Mataram memiliki komitmen yang 
tinggi baik dari kepala pemimpin maupun pegawai bidang akuntansi dan pelaporan. Hal 
ini didasari karena adanya komitmen yang menjadi landasan  kuat untuk penerapan 
E-JRA Vol. 08 No. 06 Agustus 2019 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang 
153 
 
peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual 
dalam pemerintah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Mataram”. 
Penilaian implementasi dilihat dari pengukuran SDM yang ada pada responden di 
bidang akuntansi dan pelaporan terhadap peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 
mereka menyatakan setuju dalam  implementasi Standar Akuntansi Pemerintah basis 
akrual atau PP No.71 Tahun 2010 yang didasari oleh ilmu dalam bidang akuntansi yang 
dimiliki oleh kepala maupun pegawai bidang akuntansi. Dalam  sumber daya manusia 
pegawai  bidang akuntansi dipengaruhi oleh Aplikasi yang dinamakan dengan SIMDA, 
yang mana aplikasi itu memberikan kemudahan akses atau transaksi bagi semua pegawai 
jika terjadi pembelian atau dalam pembuatan laporan keuangan. Dari aplikasi itu akhirnya 
membuat bendahara atau semua pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 
khususnya bidang akuntansi harus bisa mengoperasikan aplikasi tersebut terhadap 
penerapan SAP berbasis akrual. 
Penilaian implementasi dengan parameter Sarana Prasarana pada Badan 
Keuangan Daerah Kota Mataram dalam  menerapkan SAP  adalah kategori setuju  
mengingat sarana prasarana berkaitan dengan pelaksanaan penerapan SAP nantinya, 
sarana prasarana yang tersedia seperti regulasi, kebijakan akuntansi  kemudian fasilitas 
yang memadai untuk akses dan pekerjaan dari pegawai yang membuat laporan keuangan, 
dan kertas kerja jika terjadi kesalahan  pada sistem. 
Penilaian implementasi dilihat dari parameter sistem informasi pada Badan 
Keuangan Daerah Kota Mataram dalam menerapkan SAP adalah kategori setuju 
mengingat sistem informasi sangat berkaitan dengan pelaksanaan SAP seperti sistem 
perangkat lunak dan perangkat keras yang tersedia dari BPK serta grup WA dan Email 
untuk setiap SKPD.    
Dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Mataram menunjukkan adanya 
setuju dalam hal penerapan peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 berdasarkan hasil 
wawancara dengan  Kepala Bidang Akuntansi dam Pelaporan, Pemerintah Kota Mataram 
khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Mataram masih memiliki beberapa kendala dan 
hambatan yang dihadapi dalam menerapkan SAP maka Kota Mataram harus lebih teliti 
dalam menanggulangi masalah yang ada, dengan kata lain peningkatan kemauan 
komitmen, kedisiplinan dan berani bersikap dalam menerapkan peraturan tersebut juga 
memberikan pertanggungjawaban secara moral, komitmen untuk bekerja, dan 








E-JRA Vol. 08 No. 06 Agustus 2019 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang 
154 
 




 Berdasarkan analisis data sebelumnya maka dapat dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Implementasi Penerapan Peraturan No.71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi 
Basis Akrual  yang di identifikasi dengan Komitmen, Sumber Daya Manusia, Sarana 
Prasarana dan Sistem Informasi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota 
Mataram telah mengimplementasikan hal tersebut secara efektif dalam penerapan 
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual.  
2. Dalam mengimplementasikan Penerapan Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 
mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual hanya saja Pemerintah Daerah Kota 
Mataram memiliki beberapa kendala seperti Peraturan Pemerintah yang sering 
berubah-ubah, kurangnya  workshop atau training. 
Keterbatasan   
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa keterbatasan-keterbatasan  
dalam  penelitian  yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Penilaian implementasi kepada pegawai bidang akuntansi Badan Keuangan Daerah 
Kota Mataram dalam hal ini tidak dinilai secara langsung dari pelaksanaan yang 
dilakukan mengenai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.     
2. Peneliti tidak menjelaskan secara rinci bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah 
No.71 Tahun 2010 terhadap penggunaan indikator yang digunakan yaitu Komitmen, 
Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi.  
3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini tidak sepenuhnya lengkap hanya 
menggunakan bagian dari bidang akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari 20 orang 
didalam Pemerintah Kota Mataram.    
Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan 
beberapa saran dalam penelitian ini antara lain: 
1. Peneliti lebih menjelaskan secara rinci dalam implementasi Peraturan Pemerintah 
No.71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual terhadap pelaksanaanya.  
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2. Sebaiknya peneliti lebih menerangkan training akuntansi yang diikuti oleh responden 
terutama dibidang akuntansi sebagai kegiatan dalam menerapkan aturan Undang-
Undang Pemerintah No.71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual. 
3. Sebaiknya peneliti lebih banyak menggunakan objek dan bukan hanya dari bagian 
bidang akuntansi dan pelaporan tetapi keseluruhan bidang yang terdapat dalam 
Pemerintah Daerah Kota Mataram. 
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